WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

- PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang;:

Mengingat:

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat '(4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedornan  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beherapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan Daerah, bahwa  Pergeseran
anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai <lasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan <alam .
rancangan peraturan <laerah tentang perubahan APBD;

. bahwa adanya kode rekening yang tidak sesuai dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

. Anggaran 2018 harus disikapi dengan melakukan

pergeseran anggaran antar objek belanja dan rincian objek
belanja dalam jenis belanja berkenaan;

c. bahwa untuk melaksanakan pergeseran sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu likakukan perubahan atas
Penjabaran Anggaran Pernxlapatan <lan Belanja Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana <imaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan

_Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Lampiran
‘Peraturan ' Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan <an Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-TUndang Dasar Negara Republik

‘Indonesia Tahun 1945;

2.: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
& Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2004 Nomor 5, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indomnesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748); -

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Ncmor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Inform asi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
Sebagaimzna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 ‘Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Nizgara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 253);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Neogari . Noamor 12 Tahim 2000 tarntarne  Pedntrs ar
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 ‘Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah
Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambaha.n Lembaran
Daerah Kota Serang Nomor 39),

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah
Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Serang Nomor 49);

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014
Nomor 74};

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2016 Nomor 7});

Peraturan: Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

7 PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 7 3) diubah,
sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I[a diubah, schingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.




PASALII ,
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orarig=dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangsn

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 22 Februari 2018

WALIKOT A ANG,
252

. T HAERUL JAMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Februari 2018

SEKRETARIS,DAERAH
KOTASERANG,

Tb.URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 6




